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ABSTRAK :  - Bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar 
Negeri yang mengajukan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai perlu dilakukan 
penyempurnaan format Nota Persetujuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan 
dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi 
Pemegang Paspor Luar Negeri dengan menambahkan alamat surat elektronik, sehingga perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak 
Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 62, TLN No. 4999), UU 8 Tahun 1983 (LN 
Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 42 
Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069), UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 
No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 
2004 No. 66, TLN No. 4400), PP 39 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 83, TLN No. 4738), Keppres 56/P 
Tahun 2010, Permenkeu RI 134/PMK.06/2005, Permenkeu RI 99/PMK.06/2006 sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 37/PMK.05/2007, Permenkeu RI 
76/PMK.03/2010 (BN Tahun 2010 No. 159), Permenkeu RI 16/PMK.03/2011 (BN Tahun 2011 No. 
35). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Berdasarkan permohonan, KPP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) paling lama 
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dari Unit Pelaksana Restitusi Pajak 
Pertambahan Nilai Bandar Udara. Setelah menerbitkan SKPLB, KPP membuat Nota Penghitungan 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak. Berdasarkan Nota Penghitungan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Pajak, KPP menerbitkan SKPKPP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 
diterbitkannya SKPLB. Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan 
SPMKP. SPMKP disampaikan ke KPPN dengan surat pengantar khusus sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
tanggal penerbitan SPMKP. Format Nota Penghitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, 
format SKPKPP, dan format SPMKP sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Pajak.  
 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 

diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2011 dan diundangkan pada tanggal 24 
Januari 2011. 

  - Lampiran: halaman 1. 

 


